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UU TPKS bentuk keberpihakan 
 negara dalam mencegah kekerasan 
 seksual dan sebagai instrumen negara 
dalam menangani, melindungi, dan 
 memulihkan korban kekerasan seksual 
serta penegakan hukum.

RUU TPKS Disetujui DPR, Puan Sebut
Hadiah Bagi Kaum Perempuan Indonesia

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPR RI Puan Maharani men-
egaskan Rancangan Undang-
Undang Tindak Pidana Ke-
kerasan Seksual (RUU TPKS) 
segera disahkan setelah Rapat 
Pleno Hasil Pengambilan 
Keputusan Badan Legislasi 
DPR menyetujui RUU terse-
but menjadi UU.

 Puan menyebut, RUU 
TPKS merupakan hasil kerja 
semua pihak dan akan men-

jadi bukti nyata negara hadir 
melindungi seluruh rakyat dari 
kejahatan seksual.

“RUU TPKS akan dibawa 
ke pembicaraan tingkat II un-
tuk disahkan dalam Rapat Pari-
purna DPR terdekat. Selang-
kah lagi, buah dari perjuangan 
panjang ini akan terealisasi,” 
ujar Puan Maharani, Kamis 
(7/4).

RUU TPKS akan dibawa 
dalam Rapat Paripurna DPR 

JAKARTA (IM)  - Tenaga 
Ahli Utama Kantor Staf  Ke-
presidenan (KSP) Ali Mochtar 
Ngabalin menyebut,  banyak 
oknum yang kerap mencatut 
nama petinggi dari KSP untuk 
kepentingan pribadi. 

Oknum tersebut kerap 
mencatut nama Kepala KSP 
Pak Moeldoko atau para deputi 
dan pihak petinggi lainnya di 
lembaga negara tersebut.

“Banyak sekali yang ngaku-
ngaku, banyak sekali orang 
yang mencatut nama Pak Moel 
(Moeldoko), ibu deputi, pak 
deputi, saya juga. Jadi memang 
ini sekaligus menyampaikan 
kepada seluruh rakyat In-
donesia bahwa kami di sana 
itu bekerja, atas perintah pak 
presiden, pak Moel,” kata 
Ngabalin, saat ditemui di Ge-
dung Bareskrim Polri, Jakarta 
Selatan, Kamis (7/4).

Ngabalin sendiri menyam-
bangi Gedung Bareskrim Polri 
untuk melaporkan pencatutan 
namanya dalam surat permin-
taan sumbangan Rp 800 juta ke 
Wali Kota Cirebon Nashrudin 
Azis.

Terkait hal itu, Ngabalin 

mengungkapkan, belum men-
getahui identitas dari oknum 
yang menyalagunakan naman-
ya tersebut guna kepentingan 
pribadi.

Dengan begitu, kata Ng-
abalin, pihak KSP telah menu-
gaskan dirinya untuk meny-
erahkan peristiwa itu ke pihak 
kepolisian, guna memberikan 
tindakan tegas kepada pelaku.

“Itu sendiri saya belum tau. 
Saya sendiri belum telpon saya 
sendiri belum ya. Polisi bisa lah 
polisi bisa tahu, kami yakin ya. 
Tapi paling tidak dengan ke-
hadiran saya di sini, saya ingin 
menyampaikan ke publik, ke 
masyarakat Indonesia karena 
KSP ini terlalu seksi,” ujar 
Ngabalin.

Sebelumnya, beredar 
dugaan penipuan yang men-
gatasnamakan Tenaga Ahli 
Utama Kantor Staf  Presiden 
Ali Mochtar Ngabalin beredar 
dan lembaga Kantor Staf  
Presiden.

Ngabalin merasa namanya 
dicatut dalam surat palsu den-
gan kop KSP yang meminta 
sumbangan kepada Wali Kota 
Cirebon, Jawa Barat. mei

Ngabalin Bilang Banyak Oknum
yang Catut Nama Petinggi KSP 

usai Baleg DPR dan Pemer-
intah menyepakatinya pada 
pembahasan tingkat I pada 6 
April 2022 lalu.

Puan menyatakan, hal 
tersebut sebagai  bentuk 
komitmen bersama DPR dan 
Pemerintah untuk memper-
juangkan korban-korban ke-
kerasan seksual yang selama ini 
hak-haknya terabaikan.

“Dan tentu juga ini hasil 
kerja keras semua elemen 
bangsa yang pantang meny-
erah memperjuangkan RUU 
TPKS. Teman-teman aktivis 
dari berbagai kalangan, LSM, 
akademisi, dan pastinya selu-
ruh lapisan masyarakat Indo-
nesia,” kata Puan Maharani.

Secara  khusus  Puan 
mendedikasikan pengesa-
han RUU TPKS akan sebagai 
hadiah bagi kaum perempuan 

RAPAT KOMISI II DPR DENGAN 
MENPAN-RB
M e n t e r i  P e n d a y a g u n a a n 
 Aparatur Negara dan  Reformasi 
Birokrasi Tjahjo Kumolo (kedua 
kanan) mengikuti rapat  dengar 
pendapat dengan Komisi II 
DPR di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Kamis (7/4). 
Rapat itu membahas  evaluasi 
 pelaksanaan program dan 
 anggaran tahun 2021. 

 IDN/ANTARA 

JAKARTA (IM) - Tim 
penyidik Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) men-
cium adanya aroma dugaan 
korupsi pengurusan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) un-
tuk Kabupaten Seram Bagian 
Timur. Dugaan itu kemudian 
dikonfi rmasi penyidik kepada 
Bupati Seram Bagian Timur, 
Abdul Mukti Keliobas, pada 
Rabu (6/4). 

“Abdul Mukti Keliobas 
hadir dan didalami pengeta-
huannya antara lain mengenai 
penerimaan dana DAK un-
tuk Kabupaten Seram Bagian 
Timur untuk TA 2017 dan 
2018,” kata Plt Juru Bicara 
KPK, Ali Fikri melalui pesan 
singkatnya, Kamis (7/4).

“Dan dugaan adanya in-
teraksi saksi dengan para pihak 
yang terkait dengan perkara ini 
untuk memperoleh dana DAK 
dimaksud,” imbuhnya.

Belakangan ini, KPK 
diketahui sedang melakukan 
pengembangan penyidikan ter-
kait kasus dugaan korupsi pen-
gurusan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) 2018. Sayangnya, KPK 
masih belum mengumumkan 
tersangka baru dalam pengem-

bangan kasus ini.
KPK sebelumnya telah 

menjerat sejumlah pihak dalam 
perkara korupsi pengurusan 
DAK tahun 2017-2018 ini. 
Mereka di antaranya adalah, 
Anggota Komisi XI DPR RI, 
Amin Santono; eks Pejabat 
Kemenkeu, Yaya Purnomo; 
Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat 2014-2019, Sukiman.

Kemudian, Plt Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum Ka-
bupaten Pegunungan Arfak 
Papua, Natan Pasomba; Wali 
Kota Tasikmalaya, Budi Bu-
diman; Bupati Labuhanbatu 
Utara, Kharuddin Syah alias 
Buyung; mantan Wakil Ben-
dahara Umum (Wabendum) 
Partai Persatuan dan Pemban-
gunan (PPP) Puji Suhartono, 
dan Anggota DPR RI peri-
ode 2014-2019, Irgan Chairul 
Mahfi z.

Diduga, masih banyak 
pihak lain yang terlibat atau 
disinyalir menerima aliran uang 
korupsi terkait pengurusan 
DAK ini. 

KPK saat ini masih terus 
mengembangkan perkara ini 
dan membidik tersangka lain-
nya. han

KPK Endus Dugaan Korupsi
di Kabupaten Seram Bagian Timur

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah melalui tiga kementerian, 
yaitu Kementerian Agama, 
Kementerian Ketenagakerjaan, 
dan Kementerian Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi menge-
luarkan SKB 3 Menteri untuk 
mengatur libur Lebaran 2022 
dan cuti bersama, Kamis (7/4).

Hal tersebut didasarkan 
pada salinan Keputusan Ber-
sama Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 
375 Tahun 2022, Nomor 1 
Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 
2022 tentang perubahan atas 
Keputusan Bersama Menteri 
Agama, Menteri Ketenagaker-
jaan, dan Menteri Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi Nomor 963 
Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 
2021, Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama Tahun 2022.

SKB 3 Menteri tersebut 
ditandangani Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 
dan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Tjahjo Kumolo 

pada 7 April 2022.
Penetapan SKB tersebut 

yakni menambahkan cuti ber-
sama tahun 2022, sehingga 
Lampiran Keputusan Bersama 
Menteri Agama, Menteri Ke-
tenagakerjaan, dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 963 Tahun 2021, No-
mor 3 Tahun 2021, Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Hari Libur 
Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2022 diubah menjadi 
sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari 
keputusan bersama ini.

Selain itu, keputusan ber-
sama tersebut mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan yakni 
mulai 7 April 2022.

Pada poin ke-7 lampiran 
huruf  A hari libur nasional 
tahun 2022 tertulis Hari Raya 
Idul Fitri 1443 Hijriah jatuh 
pada hari Senin dan Selasa pada 
2-3 Mei 2022.

Sedangkan di lampiran 
huruf  B, tertulis tanggal 29 
April 2022 (Jumat), 4 Mei 2022 
(Rabu), 5 Mei 2022 (Kamis), 6 
Mei 2022 (Jumat) merupakan 
cuti bersama tahun 2022 yang 
masuk bagian dari hari raya 
Idul Fitri 1443 Hijriah. mei

SKB 3 Menteri Atur Libur
dan Cuti Bersama Lebaran 2022

dalam menyambut peringatan 
Hari Kartini.

“Mengingat banyak ko-
rban kekerasan seksual ber-
asal dari kalangan perempuan,” 
jelas Puan.

Puan sendiri sudah ikut 
mengawal RUU TPKS ini 
sejak dirinya masih menjabat 
sebagai Menko PMK. Ia pun 
berterima kasih kepada seluruh 
pihak yang terus berpartisipasi 
memperjuangkan RUU TPKS 
hingga titik akhir.

“Saya sadari pembahasan 
RUU TPKS diwarnai banyak 
dinamika sejak awal diusul-
kan tahun 2016. Pencapaian 
ini adalah keberhasilan kita 
seluruh bangsa Indonesia,” 
tambah Puan Maharani.

Puan menyebut, kehadiran 
UU TPKS nantinya menjadi 
wujud keberpihakan negara 
dalam mencegah segala bentuk 
kekerasan seksual. Selain itu 
juga sebagai instrumen negara 
dalam menangani, melindungi, 
dan memulihkan korban ke-
kerasan seksual serta melak-
sanakan penegakan hukum.

Keberadaan UU TPKS 
kata Puan Maharani akan 
menjadi payung hukum untuk 
merehabilitasi pelaku serta 
sebagai jaminan agar kekerasan 
seksual tidak kembali berulang.

“Dan yang pasti sebagai 
pegangan untuk kita dalam 
mewujudkan lingkungan tanpa 
kekerasan seksual,” tutup Puan 
Maharani. han

JAKARTA (IM)  - Wakil 
Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional (PAN), Viva Yoga 
Mauladi menegaskan, per-
ceraian antara putra Amien 
Rais, Ahmad Mumtaz Rais 
dengan Futri Zulya Savitri, 
yang merupakan putri Ketua 
Umum PAN, Zulkifl i Hasan,  
tak terkait Politik. 

Pria yang juga merupakan 
Jubir PAN ini mengatakan, 
persoalan tersebut adalah 
murni urusan internal rumah 
tangga kedua pihak.

“Sama sekali tidak ada kai-
tannya dengan politik. Tidak 
ada hubungannya antara PAN 
dan Partai Ummat, atau tidak 
ada hubungan politik antara 
Bang Zulkifl i Hasan dengan 
Pak Amien Rais,” kata Viva 
dalam keterangan tertulisnya.

Viva mengatakan, semua 
orang tua pasti menginginkan 
agar anak-anaknya dapat hidup 
sehat, sukses, dan bahagia. 
Serta dapat melangsungkan 
kehidupannya dengan baik.

“Menurut Bang Zulkifli 
Hasan, Mumtaz dan Futri 
sudah menjadi orang tua dari 
anak-anaknya. Sudah dewasa 
dan sudah dapat menentukan 
jalan hidupnya secara baik, 

Anak Amien Rais Cerai dengan
Putri Zulhas, Pan: Tak Terkait Politik 

mandiri, dan bertanggung-
jawab,” katanya.

Bahkan keluarga Zulkifl i 
Hasan, kata Viva sudah be-
berapa kali bertemu dengan 
Pak Amien Rais. Menurutnya 
hubungan kekeluargaan kedua 
pihak terus baik dan komu-
nikatif.

“Beliau berdua selalu men-
dukung keputusan yang terbaik 
buat Futri, Mumtaz, dan anak-
anaknya,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, 
Putra Amien Rais , Ahmad 
Mumtaz Rais menjalani lanju-
tan sidang perceraian dengan 
Futri Zulya Savitri, yang meru-
pakan putri politisi Zulkifli 
Hasan pada Rabu (6/4) di Pen-
gadilan Agama Jakarta Selatan.

Adapun agenda sidang 
adalah mendengarkan ket-
erangan dari pihak penggu-
gat, yakni Futri Zulya Savitri. 
Kuasa hukum Futri, Sandy 
Arifi juga mengungkapkan 
bahwa pihak keluarga kliennya 
menginginkan proses perpisa-
han ini secara baik-baik. mei

UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DEWAN KOMISIONER OJK
Calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Doddy  Zulverdi 
memberikan paparan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan 
Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

IDN/ANTARA

TIGA MANTAN ABK INDONESIA SURATI PRESIDEN
Tiga mantan Anak Buah Kapal (ABK)  Indonesia 
yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan 
berbendera asing menunjukkan berkas usai 
 mengirimkan surat Keberatan Administrasi 
yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo di 
 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta,  Kamis 
(7/4). Surat tersebut berisi desakan  kepada 
 pemerintah agar segera mengesahkan  Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan 
dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak 
Kapal Perikanan atau PP Pelindungan ABK.

IDN/ANTARA

75 Parpol Berbadan Hukum, Kemenkumham:
Hanya 32 yang Aktif Laporan Administrasi

JAKARTA (IM) - Ke-
menter ian Hukum dan 
HAM (Kemenkumham) 
mencatat, sedikitnya ada 
75 partai politik yang saat 
ini telah berbadan hukum. 
Salah satu syarat partai poli-
tik untuk bisa mengikuti 
kontestasi Pemilihan Umum 
(Pemilu) 2024 yakni sudah 
tercatat berbadan hukum di 
Kemenkumham. 

Direktur Tata Negara 
pada Direktorat Jenderal 
(Ditjen) Administrasi Hu-
kum Umum (AHU) Kemen-
kumham, Baroto menjelas-
kan, tidak semua parpol yang 
berbadan hukum tersebut 
aktif  dalam berkegiatan poli-
tik. Berdasarkan data yang 
dikantongi Kemenkumham, 
hanya 32 partai politik yang 
aktif  melaporkan adminis-
trasi aktivitasnya.

Demikian diungkap-
kan Baroto saat mengikuti 
rapat sosialisasi rancangan 
PKPU pendaftaran, verifi -
kasi, dan penetapan partai 
politik peserta pemilu yang 
diselenggarakan oleh Direk-
torat Jenderal (Ditjen) Politik 
dan Pemerintahan Umum 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) dan ditayang-
kan secara virtual.

“Dari 75 partai (yang ber-
badan hukum) tadi, hanya 
sekitar, lima tahun ke be-
lakang, hanya 32 partai yang 

aktif  secara administratif, 
maksud nya, ada yang melaku-
kan perubahan, ada kongres, 
munas, kemudian disampaikan 
ke Kemenkumham. Yang 
lain tidak sama sekali,” beber 
Baroto, Kamis (7/4).

Baroto mengakui me-
mang ada 75 parpol yang 
telah terdaftar berbadan hu-
kum di Kemenkumham. Na-
mun, hal itu rupanya justru 
menjadi persoalan tersendiri. 
Sebab, banyak partai yang 
justru tidak terlihat aktivitas 
politiknya dalam beberapa 
tahun belakangan ini.

“Setidak-tidaknya ada 75 
partai yang berbadan hukum 
saat ini. Nah ini yang sebet-
ulnya memunculkan persoa-
lan-persoalan. Pertanyaannya 
apakah masing-masing partai 
ini punya kemampuan atau 
secara organisasi sehat, nah 
ini yang menjadi pertanyaan 
kita,” ungkapnya.

“Dan fakta yang ada saat 
ini adalah, mungkin tidak 
lebih dari separuh partai ini 
yang aktif, mungkin kalau 
yang sudah punya perwakilan 
di DPR sudah sangat terke-
nal, ada sekitar 22. Tetapi 
yang tidak aktif  banyak seka-
li, separuh lebih,” imbuhnya.

Baroto menyoroti per-
masalahan yang kerap diha-
dapi oleh partai politik. Salah 
satunya, konflik internal 
di partai politik. Di mana, 

konfl ik internal itu menjadi 
salah satu tidak aktifnya 
partai hingga ditinggalkan 
pengurusnya. Partai terse-
but menjadi tidak terurus, 
namun tetap masih terdaftar 
berbadan hukum di Kemen-
kumham.

“Di sisi lain dari proses 
pembubaran partai tidak 
sederhana, karena di UUD 
Pasal 24 huruf  C, disitu 
bahwa untuk membubar-
kan partai harus berdasar-
kan mahkamah konstitusi. 
Akibatnya, setelah sudah 
menjadi badan hukum partai 
politik, sudah pasti proses 
pembubarannya bakal pan-
jang, dan itu tentunya tidak 
gampang,” bebernya.

Oleh karenanya, di-
tekankan Baroto, kalau par-
tai sudah memiliki badan 
hukum, seharusnya ada ke-
wajiban untuk berproses 
dan menjalankan aktivitas 
politiknya. Kendalanya saat 
ini, sambung dia, tidak semua 
partai menjalankan fungsinya 
dengan baik.

“Dari 75 partai tadi, ada 
beberapa data, ada beberapa 
partai yang habis kepengu-
rusan di tahun 2020, bahkan 
ada yang sudah di tahun 
2018, di tahun 2016, be-
lum melaporkan aktivitas 
partai ke Kemenkumham, 
ini kan jadi catatan,” kata 
Baroto. mei

PENGUMUMAN
PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 
ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas  sebagaimana 
telah diubah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(“UUPT”)  bersama ini diumumkan bahwa   
PT Bomba Berkah Kapital (“BBK”) dan/atau 
affiliasinya dan/atau pihak lain yang ditunjuk 
oleh BBK berencana untuk melakukan 
pengambilalihan sebagian besar saham pada 
PT Graha Wahyu Kencana, berkedudukan di 
Kota Palembang (“Perseroan”) dari pemegang 
saham mayoritas Perseroan.

Pengambilalihan saham-saham sebagaimana 
dimaksud dalam pengumuman ini merupakan 
pengambilalihan saham yang dilakukan 
langsung dari pemegang saham Perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat 
(7) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 
ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki 
keberatan terkait dengan rencana pengambilali-
han Perseroan sebagaimana disebut di atas, 
dapat mengajukan keberatan kepada Direksi 
Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat 
pendukungnya dalam jangka waktu paling 
lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini. 

08 April 2022
Hormat kami,

Direksi
PT Bomba Berkah Kapital

Direksi
PT Graha Wahyu Kencana

RENCANA PEMBAGIAN
HASIL KEKAYAAN 

PT. WILLOWGLEN INDONESIA
(DALAM LIKUIDASI)

Sehubungan dengan PT. WILLOWGLEN 
INDONESIA (dalam likuidasi) (untuk 
selanjutnya disebut “Perseroan”) :

maka pembagian kekayaan hasil likuidasi 
dilakukan dalam bentuk pembayaran uang 
tunai kepada pemegang saham sesuai dengan 
porsi kepemilikan saham masing-masing.
Demikian pengumuman ini dilakukan guna 
memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang- 
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas.

Jakarta, 08 April 2022
LIKUIDATOR

PT. WILLOWGLEN INDONESIA
(Dalam Likuidasi)

tidak memiliki barang-barang baik bergerak 
maupun tidak bergerak;

tidak memiliki utang dengan Pihak Ketiga 
diluar Perseroan;

tidak aktif dalam menjalankan perusahaannya;

PENGUMUMAN
PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 
ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas  sebagaimana 
telah diubah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(“UUPT”)  bersama ini diumumkan bahwa   
PT Bomba Berkah Kapital (“BBK”) dan/atau 
affiliasinya dan/atau pihak lain yang ditunjuk 
oleh BBK berencana untuk melakukan 
pengambilalihan sebagian besar saham pada 
PT Mitra Lintas Persada, berkedudukan di Kota 
Jakarta Selatan (“Perseroan”) dari pemegang 
saham mayoritas Perseroan.

Pengambilalihan saham-saham sebagaimana 
dimaksud dalam pengumuman ini merupakan 
pengambilalihan saham yang dilakukan 
langsung dari pemegang saham Perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat 
(7) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 
ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki 
keberatan terkait dengan rencana pengambilali-
han Perseroan sebagaimana disebut di atas, 
dapat mengajukan keberatan kepada Direksi 
Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat 
pendukungnya dalam jangka waktu paling 
lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.

08 April 2022
Hormat kami,

Direksi
PT Bomba Berkah Kapital

Direksi
PT Mitra Lintas Persada

   
                   

        

    
 

P E N G U M U M A N
Berdasarkan akta pernyataan keputusan 
pemegang saham PT ESTOP INDONESIA 
(dalam likuidasi), berkedudukan di   
18 Office Park, Lantai 15 A,   
Jl. TB. Simatupang, Kav. 18, Kelurahan 
Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan, Indonesia (“Perseroan”), 
tanggal 6 April 2022, Likuidator Perseroan 
dengan ini mengumumkan kepada seluruh 
kreditor Perseroan, hal-hal sebagai berikut:

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi 
ketentuan Pasal 147 Undang-undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

Jakarta, 8 April 2022
LIKUIDATOR PT ESTOP INDONESIA 

(DALAM LIKUIDASI)

Bahwa para pemegang saham 
Perseroan telah mengangkat   
Direksi Perseroan sebagai likuidator   
Perseroan: Tokuzo Kamada (Direktur) 
(“Likuidator”).

Kreditor Perseroan yang mempunyai 
tagihan, dapat mengajukan tagihannya 
secara tertulis kepada Likuidator   
di alamat sebagaimana tercantum   
di bawah, disertai dengan alasan-   
alasan dan bukti-bukti pendukungnya, 
selambat-lambatnya 60 hari setelah 
tanggal pengumuman ini.


